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TENTANCG

PAJAK PENGANMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RATIMAT TUNAN Y ARG MATIA 1ESA
BUPATTAYAY KANAN

Mentmbang o b Pajale Pengambilan Baban Gallan Golongan € merupakin salab
sotu sumiber Pendapatan Daeralr dun gt penting, - dalom ranpka
membiayai penzelenpgaaan Pemerintahan dan Pembangunan,

b buhwa mengingit pengatiuran mengenal Pajak Pengarobilan Bahan Galian
Golongan C di Kabupaten Way Kanan sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 17 Tabun 2000 sadah
tidak sesuni deagan ketentuan yang diator dalam Undang-Undanyg Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubalian atas Undany-Undang Momor 13 Tuhun
1997 tentang 1" ajak Daerah dan Retribusi Dacrah dan Perauran Pemerintah
Nomor 65 Tanun 2001 tentang Pajuk Daceal, maka Peraturan Dacrab
tersebut perlu diganti dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada

¢ bahwa schubungan dengan maksud huruf b tersebut dio atas dan dalam
rangka  pelakeanaan Peraturan  Perundang-undangan — yany - berluku,
dipandang  perlo - mengatur - kembali  ketentuan  nengenar - Pajak
Pengambilan Fahan Galian Golongan C dengan Peraturan Dacrah

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidina
(Lembaran Negira Republik Indonesia Tuhun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negava Republik Indonesia Nomor 3209),

!‘\)

Undang-Undang, Nomor 17 Tahun 1997 tentanyg Badan Penycelzsinan
Sengketa Pajak (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indoncsia Momor 1081,

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan

‘ Retribusi Dacraly (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momos 3685)
sebagaimana telaly dimbah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik  Indoncsia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara fepublik Indonesin Nomor 4043),

4 Undang-Cloiling, Nomor 19 Tabun 1997 tentang Penagiban Pagak Dengan
Surat Pakaa (Lembaran Newara Republik Indonesia ‘Tishun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembacan Negari Republik [ndoncsia Nomor 30380),

S Undane-Undang, Nomor 23 Tahun 1997 temtang Pengelolaan Linglungan
Fhidup (Lenaran Negara lepubbk Indonesia Tabun 1997 Somor 23,
Tambanan Lembaran Negwa Republik Indonesia Nomor 3699),



{enetapkan

11

12,

Undang-Undang, Nomor 12 Tahan 1999 tentang Pembontukan Kabupaten

Dati 11 Way Kenan, Kabupatea Dau 11 Lampung Timuar dan Kotumadyn

Dat 11 Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor

40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825),

Undang-Undany Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negana Republik Indonesia Nomor 3839);

Undang-Undang Nemor 25 Tuhun 1999 tentang Perimbangan Keunngan

Antary Pemermtah Pusat dan Daerah (Lembaran Negarn  Republik

Inclonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3848),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengeolongan Bahan

Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47,

Tambahan Lemabaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 3174);

Peraturan Pemerintah Nomor ST Tahun 1993 tentung Analisis Mengenai

Dampak Lingkvngan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

383N,

Peraturan Pemerintoh Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan  Atas Penvelenggaraan  Pemerintahan  Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambaban Lembaran

Negara Republik ludonesia Nomor 4090),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pajak Dacrah (Lembaran

Negara Republ k Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran

Negara Republ'k Indonesia Nomor 4138);

. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan  Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah  dan
Rancangan Keputusan Presiden:

- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan
dan Penyelenizzaraan Pemerintahan Dacrah:

. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Tahun 2000 Nomor 28),

- Peraturan Dacrah Kabupaten Way Kanan Nomor < Tahun 200] fentang
Rencana Stratejik (Renstra) Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 4)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

Nomor : 05 Tahun 2002

MEMUTUSICAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG
PAJAK PENGANMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C



BAB 1
RETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daeral ini vang diminksud dengan -
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18.

Daerah adalah Kabupaten Way Nanan,

) 1 — .
Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan,
Bupati adalah Bupati Way Kanan,
1myace D s &
Dinas Pendapatan Dacrah adalah Dinas Pendapatan Dacrah Kabupaten Way Kanan,
ST » v . Wy " ¥ \ \
Pejabat adalah Pegaw i yang diben tugas tertentu di bidang Perpajakan Dacrah sesuan dencan
Perawran Perundang-undangan v ang berlaku;

Pajak Pengambilan Rahan Gal-an Golongan € yvang sclanjutnya disebut pajak adalah
pungutan dacrah pengambilan bahan galian golonean C;

Bahan Galian Golongan C adulah bahan galian golongan  scbagaimana dimaksud dalam
perataran perundang-undangan vang bertaku;

Usaha Pertambangan Bahan Gal an Golongan C adalab scgala kegiatan pertambangan yang
melipuii eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan,
Eksplorasi adaluh segaia kegitan penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan
tebih telit/seksama adanya dan sifat letak bahan galian;

Eksploitasi Bahan Galian Golon2an C adalah Pengambilan Bahan Galian Golengan C dari
sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;

Wilayah Pertambangan adalah wilayah ekploitasi atau tempat pengolahan atau pemurnian;

Wajib Pajak adalah orang pribidi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan
Dacrah i ditetapkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan,

- Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang cleh wajb

pajak digunakan untuk melakuken pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas
Dacrah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;

. Surat Pemberitahuan Pajak Daerali vang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh

wajib pajak digunakan untuk wclaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang
dan atau pembayaran pajak yang terhutang menurut Peraturan Daerah ini;

. Surat Ketetapan Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak

yang menentukan besarnya jumiah pajak yang terhutang,

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDXB adalah
surat ketetapan pajak yang menzatukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit
pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas pajak yang ditetapkan;
Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lzbih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPLD adalah surat
ketetapan pajak yang dapat menzntukan jumlah kelebihan pambayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutany,

Surat ¥etetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalal surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak terhutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tudak ada kredit pajak;,

Surat Tagihan Pajak Dacrah yany selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan atau sanksi acrainstrasi berupa bunga atau denda,

.Badan adalah suatu bentuk bedan usaha vang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan

Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaka Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau
Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Lentuk badan
usaiha lainnya;

Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Sura

Keputusan Keteratan yang diajulan wajib pajak;

. Surat Keputusan Keberatan adalih Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan

Pajak Daerah, Surat Keletapan Pajak Dacrah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daer_uh
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak




Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib
pajak,

24, Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
p y

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Dipungut Pajak Atas Kegiatan
Ekploitasi Bahan Galian Golongan C.

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah kegiatan ekploitasi Bahan Galian Golongan C.
(2) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
I. Asbes;
Batu Tulis;
Batu Setengah Permata’
Batu Kapur;
Batu Apung;
Batu Permata;
Bentonit;
Dolomit;
Felspar;
. Garam Batu (Halite);
. Granit;
. Gips;
13. Kalsit;
14, Kaolin;
15. Leosit,
16. Magnesit,
17. Mike;
18. Marmer;
19. Nitrat;
20. Obsidian;
21. Oker;
22. Pasir dan Krikil:
23. Pasir Kuarsa;
24, Perlit;
25. Phospat;
26. Talk,
27. Tanah Serap (Fullers Earth),
28 Tanah Diatomea,
29  Tanah Liat,
30. Tras;
31. Yarosit,
32. Zeolit
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Pasal 4
(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil Bahan
Galian Golongan C.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi Bahan
Galsan Golongan C.
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(M) Yang bertanggung jawaub atas peribayinan Pujak Dahan Galian Golongan C adalah :

a Untuk orang pribadi adalah orang vange bessangkutan, kuasanya atau ahli warisnya,
b Untuk badan adalah penguins atau penguasanya

BAB ITI
DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pusal §

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil cksploitasi Bahan Galian Golongan C.
(2) Nilar Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase

hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian
Golongan C.

(3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis Bahan Galian
Golongan C ditetapkan sccara periodik oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang
berlaku di lokasi setempat

(4) Vorga Standar sebagaimana dinizksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang
dalam bidang penambangan Baben Galian Golongan C, dengan persetujuan DPRD

Pasal 6

(1) Besarnya tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

(2) Besarnya Tarif pajak sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) pasal-pasal ini diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati. |

BAB 1V :
WILAYAII PEMUNGUTAN

Pasal 7

Wilayah Pemungutan Pejak adalal dalam Daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB Y
MASA PAJAK, SANT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAIIUAN

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang |

amanya ditetapkan oleh Bupati di mana wajib
pajak melakukan pengambilan Balian Galian Gol

ongan C.
Pasal 9

Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tabhun takwin kecuali bila wajib pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin '

Pasal 10

Pajak Terhutang dalam masa patik terjad pada saat kegiatan eksploitasi Bahan Gahan Golongan
C dviakukan



Pasal 11

Besarnya Pajak yang terhut
dmaksud dalam Pasal 6 e
Peraturan Daerah im

ang dibitung dnegan cara mengalikan tanif pajak sebagasimana
gan - dasar pengennan pajok scbagaimana dimaksud dalam pasal §

Pasal 12

(1) Setap Wajib Pajak mengist SPTPD,

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat
serta ditandatangani olel wajib pujak '

(3) SPTPD sebagaimana dim
Dacrah selambat-lambatny

(4) Bentuk, isi dan tata cara p

(1) barus diisi dengan jelas, benar dan lengkap
atau kuasanya.

aksud dalam ayat (1) harus disnmpaikan ke Dinas Pendapatan
15 (hma belas) hari setelah berakhir masa pajak.

engistan SPTPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAD VI
PENETAPAN PAJAK

PPasal 13

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaianzna dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Bupati menetapkan
pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD scbagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar telah lewat waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejuk SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 14

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasai 12 ayat (1)
digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang
terhutang.

(2) Dalam jangka waktu $ (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan -

a. SKPDKAB,

b. SKPDKBT,

c. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksua dalam ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang udak
atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak vang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan telah ditegur
secara tertulis, dikenakan senksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak vang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wakuu paling
lama 24 (dua puluh empat) hulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak-yang terhutang dihitung secara
jabatan dan dikenakan sinksi administrasi berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen)
dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2% (dua persen)
sebulan dihitang dan pajak vanyg korang atau kurang dibayar untuk jangka wakiu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksid dalam ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data
baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak



yang terhutang, akan dikenakan sanksi administiasl berupa bungn sobesar 100% (seratus
persen) dart jumlah kekurangan pajak tersebut.

(3) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huraf ¢ diterbitkan apabiln jumlah pajak
tcr‘humng sanma besarnva dengan jumlah kiedit pajak atau pajak terhutang dan tidak ada kredit
pajak

(©) .‘\pﬂblll\ Kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT scbagaimana
dimaksud pad:\‘nym (2) hurul a dan b tidak atou tidak sepenuhnyn dibayar dalam jangka
waktu - yang ditentukan  ditagih dengan menerbitkan STPD,  ditambah dengan  sanksl

admimistrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan,

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 1S

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Dacrah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai
waktu vang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak
harus disetor ke Kas Daerah sclambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam atau dalam
wakuu yang ditentukan oleh Bugati,

(3) Pembayaran Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
menggunakan SSPD.

Pasal 16

(1) Pembayaran pajak harus dilakuken sekaligus atau lunas.

(2) Bupati dapat memberikan persctujuan pada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang
dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara
teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak
yang belum atau kurang dibayar.

(4) Bupati dapat memberikan persctujuan pada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak
sampai batas waktu yang ditentvkan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan
dikenakan denda bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang
dibayar.

(5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran

angsuran dan menunda sebagmmana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh
Bupati.

—

Pasal 17

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diberikan tanda bukti
pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi tanda bukti pembayaian dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Eaau

Masal 1S

(1) Surat teguran atau sural peting. tan ateu surat lainnya yang sejenis sebagai aval undakan
pelaksanaan penagihan pajak or'sluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran

(2) Dalam jangka waktu 7 (uyuh) Fane setelah tanggal surat teguran atau surat perinuatan atau
surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang,



(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikeluarkan aleh Bupati

Pasal 19
(1) Apabila jumlah wajib pajak y. ng masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu

§ebnga1n\§|1;\ ditentukan dalam turat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

2 1 c . alsem o : -
(2) Bupati menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua satu) hari sejak tanggal surat
leguran atau surat peringatan atan surat lainnya yang scjenis.
PPasal 20

Apablln_ pajak yang harus dibayar tidik dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal
pemberitahuan surat paksa, Bupati wcyera menerbitkan surat perintah melaksanakan penvitaan

barang-barang wajib pajak sesuai dengan nilai pajak terhutang.
Pasal 21
Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat

10 (sepuluh) hari sejak tanggai pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat
mengajukan permintaan penctapan tanggal pelelangan pada Kantor Lelang Negara yang

bersangkutan,

Pasal 22
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang,
jurus sita memberitahukan secara tertulis pada wajib pajak.

Pasal 23
Bentuk, jenis, isi dan formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah
ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

BAGI HASIL PAJAK

Pasal 24
Hasil penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C merupakan pendapatan daerah

yang harus disetorkan ke kas daerah.

. BAB IX s
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENG URANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

(1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :




o

a  Membetulkan SKPD g

penerbitannya terdapat ke
Peraturan Perynd

SKPDKB  atay SKPDKBT atau STPD
‘ ‘ salahan wlis, kesalahan hitung, d
ang-undangan Perpajakan Dacrah: |
Membatalkan atay Mengurangkan Ketetapan Pajaklyung tidak benar,

¢ Mengurangkan at
~ . '\U nm g N 1 1
pajak 1crhumng‘d‘uhn\cl?ﬁlmpuf sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan
) ¢ G S \S) [QrSLbUt dlke aks \ col-hy " . : 12l .
bukan karen kesalahanons nakan karena kekhilafan wa)ib pajak atau
(2) Permohonan embetulan,  penskar,
——— s‘u s ll . _P“\'Uhllﬂn. pengurangan  ketetapan dan penghapusan  atau
c’lim‘nksud‘ iy :\ stl ;1( MINISUT s atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana
/ - N . .« .

Pada ayat (1) harus di impaikan secara tertulis oleh wajib pajuk kepada Bupati atau

gg;%\tg};gg%}d(lgm!u_k; sclm’nlnu-Imnhnmya 30 (uga puluh) hari sejak tanggal diterimanya
T  SKPDKBT awu 5TID dengan memberikan alasan yang jclas.

(3) Bupati atau Pejabat yang ditinjuk nal; : _
- s ditinuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permol
[ ‘ ; ‘ ' g ‘ ohonan
sebagaimana dimaksy(| pada ay; g (tiga) bulan scj p 2

_ A (2) diterima sudah harus memberikan Keputusan.
(4) {:E:l;ll: screlacl;u le\\"at w‘aktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau
p ) b: Yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, Permohonan Pembetulan, Pembatalan,
) , § o - 3
dic;;gbur;lngan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dianggap
xabuikan

yang dalam
an atau kekelirian penerapan

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapa: mengajukan Leberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

mengenai :

a. SKPD;

b. SKPDKB;
¢ SKPDKRBT:;
d SKPDLB:;
e SKPDN;

f

Pemotongan atau pemungutzn oleh pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan yang berlaku.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara

tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB.
SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada

avat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu tersebut tidak dapat Jdipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal Surat Permohonar Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah
memberikan Keputusan. ‘ . A

(4) Apabila jangka waktu 12 (dua belis) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertampaui,
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan maka permohonan keberutan
dianggap dikabulkan , , _

(5) Pengajuan keberatan sebagaimara dimaksud pada ayat (I) tidak menunda kewajiban
membayar pajak.

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterima Keputusan Keberatan. )
(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban

membayar pajak.

Fomy:



Apabila pengajuan keberatap se

bagaj i
sdlman .
dimaksud dalam pasal 27 dikabulk g, qz dlrpal\s

dikembalikan dengan ditambah imlb
lama 24 (dua puluh e€mpat) bulan

ud dalam Pasal 26 dan bap
dan oS nya, kelebihan membayar pajak

ding sebagaimana

(dua Persen) sebulan untuk paling

' BAB x|
KERII\GANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 29

(1) Bupati berdasar.kan permohonan wajib pajak d
pembebasan pajak.

(2) Tata cara Pengurangan, keringan, ; . _ '
(1) ditetapkan oleh Bupati banin dan pembebagan Pyjak sebagaimana dimaksud pada ayat

apat memberikap Pengurangan, keringanan dan

BAB X1

PENGEMBALIAN KELEBIRAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 30

(1) Wajib Pajak .dapat mengajukar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
kepada Bupati atau Peiabat yang ditunjuk secara tertulis, )

{2) I3.up;!li atau Pejubat yang ditunjuk dalam Jangka waktu paling Jama 12 (dua belas) bulan scjak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memberikar, Keputusan,

(3) Apabila jangka waktu sebagairana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk tidak memberikan  keputusan permohonan pengembaiian kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak

} sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunas; terlebih

‘ dahulu hutang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) b_ulan
sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan
Pajak (SPMKP). ' o

(6) Apabila pengembalian kelebihan pcmbnynr‘an pzuak. dilakukan .sclqlall lewat waktu 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPIILB, Bupati atau Pejabat yang (lltun»lkkmlelg't;e’rlkafn. xzzbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 31

, . t bukti pembayaran.
bukti pemindahbukuan juga berlaku scbagai bukti pembayar:

¢ , BAB XIII ‘1‘,

KADALUARSA 0
Pasal 32

ajak kadaluaisa setelah melampaui jangka waktu S (lima)
p

(1) Hak untuk melakukan penagihar ak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak

Vs al
tahun terhitung sejak saat rerhut.u;ﬁn)w |aj
pidana di bidang Perpajakan Daer:




(2) Kadaluarsa penagihan pajak seh
a. Diterbitkan surat teguran
b. Ada pengakuan hut

Asaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila .
dan surat paksa atau,

ang pajak dari wajib pajak langsung maupun tidak langsung.

BAB X1V
BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 33

(1 DaI:qm rangka pclaksana_an I.\'egi;ltan pemungutan dan pengelolaan Pajak Pengambilan Bahan
Galian Golongan C, diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari hasil
penerimaan yang telah disctorkan ke Kas Daerah,

(2) Penggunaan'bmyp Pemunyutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

(1) Wajib Pajak yang karena kealfaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau mciampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
Keuangan Dacrah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau
denda paling banyak 2 (dua) kalt jumlah pajak yang terhutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 35

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun scjak ssat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau
berakhirnya sebagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 36

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tzrtentu di lingh_mgan Pemgrintah Daerah diberi wewenang
khusus melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah,
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidaag Perpajakan Daerah; -
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan‘vmeng_‘enai orang pribadi atau badan
hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidatng Parpfljakan Daerah;
c. Mengumpulkan bukti-bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan
Daerah; .
d Meclakukan penggeledahar, mcndapatkan bar.ang bukti baik berupa pembukuan,
nencatatan, dokumen-dokum:n serta barang bukt.l lainnya,
e. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti sehubungan dengan tindak pidana

perpajakan;
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PENJELASAN )

ATAS

PERATURAN DAERAH KARyp

NOMOR | ATEN WAY KANAN ‘

10 TAHUN 2000

TENTANG
PAJAK PENGAM BILAN

BAHAN GALIAN GOLONGAN C

. UMUM

Bahwa berdass )

- dn:\ bfjs(ﬁ?\:«t‘; LiJndanTg\;Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
. HENE-Undang, Nomor 25 (entan ‘

Pemerintah Pusat dan Dacrah Cerinihan D ik doneny

. penyclenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan
memberikan kewenano i : ARURAN deng?
¢ angan yang, lebih luas, nyata dan bertanggung jawab.

[=)
_ bSalah satu upaya untuk newuiudkan Otonomi Daerah luas, nyata dan bertanggung
jawab, pemblayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasalkan dari
Pendapatan Asli Dacrah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan

sehingga kemandirian Daeral dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di
Daerah dapat terwujud,

Dengan berdasarkan keoada Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka
dalam rangka memberikan leleluasaan kepada Daerah untuk menggali sumber-sumber
penerimaan, maka Undang-"ndang Nomor 18 Tahun‘ 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang selania ini dijadikan dasar hukum dalam pengaturan dan atau
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000, Undang-Undang Nonior 18 Tahun 1997 tersebut disempurnakan.

Sebagai pelaksanaan diri Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah ditetapkan
Peraturan- Pemerintah Nomcr 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang mencabut
Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang selama ini
menjadi dasar hukum bagi 'craturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas dan mengingat ketentuan-
ketentuan Pajak Pengambilin Bahan Galian Golongan C sebagaimana dngtur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 17 Tahun 2000 sudah tidak sesuai
dengan ketentuan yang diteiapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Ta}wun 2000 dan
Peraturan Pemerintah Nomcr 65 Tahun 2001, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu

dicabut guna disempurnakan lagi.

Sebagai pelaksanaan 'ebih lanjut dari maksud tersebut di atas dan pelaksanaan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pelaksanaan p:mut:giutan Pajak

. T Gal; ! ng perlu mengatur kembali ketentuan
Pengambilan Bahan Galian Golongan C dipandang p g

mengénai Pajak Pengambilan Baharn Galian Golongan C yang ditetapkan dengan
S 4 ¢ e

Peraturan Daerah.

I PASAL DEMI PASAL
Cukup Jelas
11
r[:aSﬂl 2 Cukup Jelas
asa

Pasal 3 Cukup Jelas
asal :
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Pasal 4

Pasal S

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12
Pasal 13 ayat (1)
Pasal 13 ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) dan (2)
Pasal 14 ayat (3) huruf b

Pazal 14 ayat (3) hurufc s.d (6)

Pasal 1§
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 25 ayat (1)

Pasal 25 ayat (2) s.d ayat (4)
Pasal 26 ayat (1)

Pasal 26 ayat (2)

Pasal 26 ayat (3) s.d (5)
Pasal 27
Pasal 28

Pasal 28 ayat (1)
Pasal 28 ayat (2)

Pasal 29 ayat (3) s.d ayat (3)
Pasal 29 ayat (6)

Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32 ayat (1)

Cukup Jelag
Cukup Jelas
Cukup Jelag
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Sanksi  berupa bunga dihitung sejak  saat

terhutangnya pajak yaitu sejak dikeluarkannya
SKPDKB

Cukup Jelas

Sanksi  Administrasi berupa bunga 2% (dua
persen) dimaksud agar wajib pajak selalu taat dan

dapat tepat serta benar mengisi  dan
menyampaikan SPTPD. '
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Bupati karena. jabatannya dan berdasarkan unsur
keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan
ketetapan pajak yang tidak benar.

Cukup Jelas

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi
atas isi dan ketetapan dengan membuat
perhitungan jumlah yang harus dibayar menurut
perhitungan wajib pajak. Satu keberatan harus
diajukan terhadap satu jenis pajak atau satu tahun
pajak. .

Alasan yang jelas di sini adalah mengemukakan
data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terhutang
atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar.
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKPDLR.

Cukup Jelas

Bupati sebelum memberikan Keputusan dalam hal
kelebihan pembayaran pajak barus melaksanakan
pemerikasaan terlebih dahulu.

Cukup Jelas ‘

Imbalan burga dihitung dari batas waktu 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai saat
dilakukannya pembayaran kelebihan.
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Saat kadaluarsa penagihan pajak perlu ditetapkan
untuk memberi kepastian hukum kapan hutang
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Penpikonn otmig pfak secarn ndak Iangsnng
Wl ik tddab weearn DYmt-nyntn Iangsang
mesvyntakean biabivzn i mengmbg; Iempunyar Glang,
pgik kepadn Pemenintals (el
Contol Wuhib il eapuran pecimolionan
g an/penandaan pembayaran/  waph pinfal
Pasal 11 n?(.\lm;uuknn Pecinohonan bebietatan
R Cukap Jelas
Panal 34 ayar (1) Dengin wdionyn— sanbe pidana dharagivan
tmbulnyn kesndnrnn wajily pnjak untuk mermenuh
kownjlbmnnya  Yang dimaksud bealfaan berarts
fduk songnju, lalal, tidak hati-hati atau kurang
mongindahknn kewnjiban sehinpga perbuatannya
monimbulkan keruginn Keunngan Daerah.

o Perbuaton atau tindakan rebagaimana dimak sud
dalam oynt ini dilakukan  dengan  sengaja,
dilaknanakan sanksi yang lebih berat dari pada
nlpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi

N Lral
Witk eyl Ungrgal

Posal 34 ayat (2)

Dacrab.
Pasnl 3§  Cukup Jolas
Pasnl 106 o Cukup Jelaa
Pasal 37 o Cukup Jelag
Pasal 38 o Cukup Jelas
Pasnl 39 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DALERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2002 NOMOR 48



